
S A L I N A N
NOMOR 2/C, 2007

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG

NOMOR 3   TAHUN 2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PERIJINAN

RUMAH SUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk di satu

pihak dan terbatasnya lahan/tanah di lain pihak, maka Pemerintah

Kota Malang selalu dihadapkan pada permasalahan dalam

penyediaan lahan perumahan maupun sarana pengembangan

perkotaan bagi penduduk dan dunia usaha;

b. bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas,

pembangunan rumah susun sebagai sarana perumahan dan

permukiman, perkantoran, perdagangan dan jasa perlu didorong

dengan sistem bangunan gedung bertingkat atau vertikal dan untuk

lebih meningkatkan kualitas lingkungan permukiman atau usaha

terutama di daerah-daerah yang berpenduduk padat tetapi hanya

tersedia luas tanah yang terbatas, dirasakan perlu untuk

membangun perumahan atau bangunan gedung susun dengan

sistem lebih dari satu lantai yang dibagi atas bagian-bagian yang

dimiliki bersama dan satuan-satuan yang masing-masing dapat

dimiliki secara terpisah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang

Penyelenggaraan dan Retribusi Perijinan Rumah Susun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-

Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa

Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 551);
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal

Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2940);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan

Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3501);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4038);

9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632);
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10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1997 Nomor 1968, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3699);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3846);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4247);

13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4468);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983

Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3258);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan

Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan

Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3354);
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna

Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 98,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3696);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4139);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4593);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1992 tentang

Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun;

24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/1992 tentang

Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun;

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang

Tata Cara Pemungutan di Bidang Retribusi Daerah;

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang

Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang

Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah

dalam Penegakan Peraturan Daerah;
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28. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang

Nomor 11 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang

(Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang

Tahun 1988 Nomor 3 Seri C);

29. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang

Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kota Malang

Tahun 2001 – 2011 (Lembaran Daerah Kota Malang

Tahun 2001 Nomor 10 Seri C);

30. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2001 tentang

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Daerah Kota

Malang Tahun 2001 Nomor 16 Seri C);

31. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2001 tentang

Pengendalian Pencemaran Air di Kota Malang (Lembaran Daerah

Kota Malang Tahun 2001 Nomor 17 Seri C);

32. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 17 Tahun 2001 tentang

Konservasi Air (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2001

Nomor 18 Seri C);

33. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2003 tentang

Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota (Lembaran

Daerah Kota Malang Tahun 2003 Nomor 01 Seri E);

34. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Penyelenggaraan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Malang

Tahun 2004 Nomor 01 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah  Kota

Malang Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

dan

WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN

DAN RETRIBUSI PERIJINAN RUMAH SUSUN.


